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	Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Menganalisis Kendala dari Implimentasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan 5 orang.Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa masih banyaknya para pegawai yang menggunakan Bahasa Daerah di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam ruang publik dan forum resmi. Perlunya Pemprovsu untuk segera mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini kepada semua lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi ini kiranya masyarakat dan khususnya para pegawai di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumatera mengetahuinya dan untuk berkomunikasi lebih mengutamakan Bahasa Indonesia.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Perlindungan Bahasa, Sastra Daerah

Abstract
This study aims: To analyze how the implementation of local regulation No. 8 of 2017 concerning the prioritization of Indonesian language and the protection of regional languages ​​and regional literature in the DPRD Province North Sumatra Secretariat, Analyze the constraints of the implementation of regional regulations No. 8 of 2017 on prioritizing Indonesian and protecting Regional Languages ​​and Regional Literature at the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat. This study uses descriptive qualitative method and data collection techniques through observation, interviews and documentation with informants 5 {five} people and literature studies.Based on the results of this study, that there are still many employees who use Regional Languages ​​in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat Office, this is due to a lack of awareness in using Indonesian language that is good and correct in public spaces and official forums. With this outreach, the public and especially employees in the Sumatra Provincial Secretariat know about it and to communicate prioritize Indonesian and when communicating using Regional Languages ​​so that they are preserved only in group communication.
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[bookmark: _GoBack]PENDAHULUAN
[bookmark: more]Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.Menurut Undang-Undang ini dalam Bab I Pasal I ayat 2 dan 6 yaitu Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Negara Indonesia di daerah-daerah wilayah  Negara Kesatuan Republik IndonesiaBahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya yang disampaikan dalam atau di luar negeri, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah, penulisan karya ilmiah, dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama geografi di Indonesia, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa. 
Di dalam Undang-Undang ini, bahasa daerah hanya dapat digunakan atau dapat disertakan dalam penulisan dan publikasi untuk tujuan atau bidang kajian khusus. Meskipun tidak mengatur langsung bahasa daerah, Undang-Undang ini memberikan ruang hidup bagi bahasa-bahasa daerah dalam Pasal 42 Ayat 1 yaitu mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ayat 2 menggariskan bahwa pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan itu dilakukan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Dengan demikian bahasa daerah dan sastra daerah bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan  kebijakan lembaga kebahasaan, yaitu Pusat Bahasa beserta Balai Bahasa atau Kantor Bahasa yang saat ini sudah berdiri di hampir semua Ibu Kota Provinsi (Pasi dkk., 2016). Menurut UNICEF perlahan-lahan kata atau bahasa yang baku hilang setiap harinya, contoh penanak nasi menjadi magic com atau rice cooker, dan bahasa-bahasa baku lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan ”Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”. 
Sedangkan pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumatera Utara. Adapun arah dan strategis kebijakan Peraturan Daerah Prrovinsi Sumatera Utara  Nomor 8 Tahun 2017 pasal 13 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di daerah, menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa daerah dan sastra daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus satuan pendidikan formal. Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah. Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku bahasa daerah dan sastra daerah di perpustakaan, selain itu Pemerintah Daerah harus mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah. 
Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang multietnis dengan penduduk asli suku Melayu, Batak (Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Alas) dan Nias. Selain itu, di Provinsi ini juga menetap suku-suku pendatang dan kemudian menetap di daerah ini, suku-suku tersebut antara lain: Suku Aceh, Jawa, dan Minangkabau. Pada saatini terdapat 12 (dua belas) suku yang berdomisili di Sumatera Utara, yang mendiami wilayah sebagai berikut: Melayu Deli yang berdomisili di wilayah pesisir timur terutama di daerah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, Suku Batak Karo yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Karo, Suku Batak Toba yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan Toba Samosir, Suku Batak Simalungun yang berdomisili di wilayah Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat, Suku Batak Mandailing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Mandailing Natal, Suku Batak Angkola yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Batubara dan Labuhan Batu, Suku Batak Alas yang berdomisili di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Suku Nias yang berdomisili di wilayah Kepulauan Nias, Suku Aceh yang berdomisili di wilayah Pesisir Timur. Suku Jawa yang berdomisili di wilayah Pesisir Timur serta di daerah-daerah perkebunan seperti di daerah Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Pematang Siantar, Aek Nabara dan Marbau, Suku Minang yang berdomisili di wilayah Kota Medan.
Sehubungan dengan pembahasan di atas, masih ada juga pendatang dari bangsa lain seperti India, Cina danArab yang mayoritas masyarakatnya berdomisili di dalam  Kota Medan. Sebagaimanayang diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utaramempunyai kekayaan bahasa daerah dan sastra daerah yang sangat beraneka ragam. Semakin ke depan keberadaan bahasa daerah dan sastra daerah ini terkesan semakin terlupakan, yang pada gilirannya nanti terjadi proses dari pengikisan kebudayaan nasional. Dalammengatasi masalah tersebut harus dilakukan upaya pemeliharaan dengan cara berupa pengembangan, pembinaan dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Maka itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengambil kebijakan, dimana di satu sisi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan di sisi lain harus tetap melestarikan bahasa daerah dan sastra daerah.
Permasalahan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut dan akan gencar lagi mensosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di segala aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, organisasi maupun ruang publik
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan,pembinaan dan Perlindungan bahasa Indonesia, bahasadaerah dan sastra daerah yang dilakukan dengan maksud untuk: Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah, Mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.
Pada Peraturan Daerah ini,  dalam  Bab IV Pasal 12 lebih ditegaskan lagi bahwa pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungiBahasa Daerahdan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadibagian dari kekayaan budayaSumatera Utara. Pengembangan, Pembinaan, danPerlindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya kepada masyarakat Sumatera Utara dalam meningkatkan kecintaannya untuk lebih pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah, khususnya dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Siregar, & Muda, 2019; Marpaung, 2011; Rambe, 2015). 
Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang merupakan alatkomunikasi antar masyarakat daerah yang satu dengan daerah lainnyaserta untuk mempersatukan hubunganantar suku satu dan lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara.Sementara itu bahasa daerah dan sastra daerah juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa daerah dan sastra daerah juga merupakan sebagai lambang identitas suatu daerah dan sebagai lambang kebanggaan daerah tertentu, sehingga tetap dilestarikan keberadaannya.
Adapun upaya awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memperkokoh lagi ketahanan budaya bangsa melalui pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia serta pelestarian yang sungguh-sungguh dan tulus terhadap eksistensi bahasa daerah sekaligus akan menumbuhkan sikap positif masyarakatnya sehingga dapat timbul kesadaran akan pentingnya fungsi bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah tersebut. Dengan demikian melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Sastra Daerah (Studi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara).

METODE PENELITIAN
Pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara. Serta untuk menganalisis dampak Positif dan Negatif dari implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Model analisis yang di gunakan adalan William Dunn (2000) yaitu, memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan variabel. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara. Serta untuk menganalisis dampak Positif dan Negatif dari implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di SekretariatDPRD Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.5Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20231. Peneliti dalam menentukan lokasi diatas, karena ingin mengetahui lebih jauh lagi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 – April 2019.
Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010).Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah, Kepala Biro Hukum dan Kepala Balai Bahasa Provsu, anggota DPRD Provsu sebanyak 2 orang dan Kasubbag Informasi dan Staf Informasi Sekretariat DPRD Provsu. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data.Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumberyang dapat memberikan informasi diperlukan oleh peneliti. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut: Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan berbagai informasi serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Dari pengamatan tersebut masih banyak pegawai yang berkomunikasi dengan bahasa daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dinas, ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Apabila ini berlangsung terus menerus akan membuat hubungan kerja yang kurang harmonis antar pegawai, bahkan akan membuat kesenjangan dan suasana buruk dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan beraneka ragamnya suku dari para pegawai tersebut, jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia lebih memperlancar komunikasi dalam melaksanakan tugas dan mempererat persatuan. Sebagaimana halnya dengan bahasa daerah dan sastra daerah juga tetap dilestarikan akan tetapi penggunaannya pada waktu, tempat dan situasi yang tepat.
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dapat dikatakan juga wawancara adalah cara mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan seperti yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan informan yaitu 2 (dua) Anggota DPRD Provsu, Kepala Biro Hukum, Kepala Balai Bahasa Provsu, Kasubbag dan Staf Informasi Sekretariat DPRD Provsu. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005). Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Sumatera Utara khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis.Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail. Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalahanalisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang adadi Sumatera Utara, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006).Menurut Miles dan Huberman (2010), teknik analisis data dengan model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN
Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia.Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbedanya bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan teori George Edward III implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sudah sempurna sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (Saputra & Kusmanto, 2016). 
Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 di antaranya dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam bahasa produk hukum daerah, dokumentasi resmi daerah, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, dalam forum yang bersifat nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Selain itu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, serta dalam informasi melalui media massa.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, maka dalam hal ini komunikasi atau sosialisasi yang di lakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 sudah terlaksana di lingkungan biro/dinas masing-masing dan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mensosialisasikannya kepada masyarakat (pinayungan dkk, 2018). Gempuran penggunaan bahasa asing yang mengisi setiap sendi kehidupan di masyarakat semakin mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Bahkan jika dibiarkan, tidak mustahil eksistensi bahasa dan sastra daerah Sumatera Utara ikut terpinggirkan. Oleh karenanya langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melahirkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dinilai sebagai langkah yang tepat.
Bahwa pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumut. Sedangkan pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumut. Adapun arah dan strategis kebijakan sesuai Pasal 13 dijelaskan Plt. Kepala Biro Hukum bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di daerah, menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa daerah dan sastra daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus satuan pendidikan formal. Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayakan, dan buku bacaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai refrerensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah. 
Pemerintah daerah wajib memperkaya buku bahasa daerah dan sastra daerah di perpustakaan. Selain itu Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka sumber daya yang ada di DPRD Provsu berjalan dengan baik. Sikap para pelaksana di tunjukkan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara dengan mendapatkan plakat atau penobatan atas terbitnya Peraturan Daerah tersebut. Sebagai Duta Bahasa Kehormatan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam acara di Taman Ahmad Yani Medan, pada hari Minggu, 08 Oktober 2017 silam. Penobatan itu merupakan apresiasi Balai Bahasa atas terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan yang pertama di Indonesia. Plakat penobatan sebagai Duta Bahasa Kehormatan diserahkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Gufron Ali Ibrahi. 
Gubernur Sumatera Utara mengungkapkan rasa syukur atas apresiasi atas lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan yang pertama di Indonesia.Namun yang terpenting adalah penerapan Perda ini sehingga Bahasa Indonesia bisa diutamakan penggunaannya di Sumatera Utara khususnya di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Pemprovsu adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat luas agar mengetahui dan bisa menerapkannya kemudian. Untuk dapat melaksanakan Perda tersebut tidak hanya diperlukan peran salah satu pihak saja. Akan tetapi, diperlukan sinergitas yang tinggi dan reliable, pribadi, swasta, stakeholder, masyarakat sekitar merupakan pihak-pihak yang secara inti dapat mendukung keluarnya Perda tersebut di Indonesia. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan yang tidak sepihak dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak lain dan tidak bukan adalah kunci melestarikan dan memanfaatkan bahasa Indonesia. Dalam hal ini pihak pemerintah beserta DPRD Provsu telah mengupayakan dengan baik untuk mengajak sama-sama baik masyarakat, maupun pihak terkait untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini peneliti amati memang masih banyak penggunaan dan istilah bahasa di ruang publik dan forum resmi khususnya yang menyalahi dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. 
Mungkin salah satunya karena belum adanya surat edaran Gubernur Sumatera Utara untuk mensosialisasikannya, Menurut Biro Hukum Setda Provsu bahwa pengusulan Pergub dilakukan oleh Balai Bahasa Provsu dan sampai saat ini masih dalam proses. Oleh karena itu dengan adanya Pergub nantinya masyarakat khususnya pegawai dan aparat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam berkomunikasi lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan forum resmi. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 ini, maka akan memberi dampak yang positif bagi para pegawai khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk lebih mencintai bahasa Indonesia dan menggunakannya di dalam ruang publik dan forum resmi. Dalam halnya bahasa daerah dan sastra daerah harus tetap dilestarikan dan penggunaannya menyesuaikan pada tempat dan situasi yang tepat.

SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari hasil penelitian ini yaitu Komunikasi. Implementasi Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sudah sempurna sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dalam hal ini komunikasi atau sosialisasi yang di lakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 sudah terlaksana di lingkungan biro/dinas masing-masing dan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sumber Daya. Bahwa pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumut. Sedangkan pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumut. Adapun arah dan strategis kebijakan sesuai Pasal 13 dijelaskan Plt. Kepala Biro Hukum bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di daerah, menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa daerah dan sastra daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus satuan pendidikan formal. Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayakan, dan buku bacaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai refrerensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah. Pemerintah daerah wajib memperkaya buku bahasa daerah dan sastra daerah di perpustakaan. Selain itu Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka sumber daya yang ada di DPRD Provsu berjalan dengan baik. Sikap Pelaksana. Penerapan Perda ini sehingga Bahasa Indonesia bisa diutamakan penggunaannya di Sumatera Utara khususnya di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Pemprovsu adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat luas agar mengetahui dan bisa menerapkannya kemudian. Struktur Birokrasi. Untuk dapat melaksanakan Perda tersebut tidak hanya diperlukan peran salah satu pihak saja. Akan tetapi, diperlukan sinergitas yang tinggi dan reliable, pribadi, swasta, stakeholder, masyarakat sekitar merupakan pihak-pihak yang secara inti dapat mendukung keluarnya Perda tersebut di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan yang tidak sepihak dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak lain dan tidak bukan adalah kunci melestarikan dan memanfaatkan bahasa Indonesia. Dalam hal ini pihak pemerintah beserta DPRD Provsu telah mengupayakan dengan baik untuk mengajak sama-sama baik masyarakat, maupun pihak terkait untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut di Provinsi Sumatera Utara. Kendala Implementasi Peraturan Daerah adalah saat ini peneliti amati memang masih banyak penggunaan dsn istilah bahasa di ruang publik dan forum resmi khususnya yang menyalahi dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Mungkin salah satunya karena belum adanya surat edaran Gubernur Sumatera Utara untuk mensosialisasikannya, Menurut Biro Hukum Setda Provsu bahwa pengusulan Pergub dilakukan oleh Balai Bahasa Provsu dan sampai saat ini masih dalam proses. Oleh karena itu dengan adanya Pergub nantinya masyarakat khususnya pegawai dan aparat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam berkomunikasi lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan forum resmi. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 ini, maka akan memberi dampak yang positif bagi para pegawai khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk lebih mencintai bahasa Indonesia dan menggunakannya di dalam ruang publik dan forum resmi. Dalam halnya bahasa daerah dan sastra daerah harus tetap dilestarikan dan penggunaannya menyesuaikan pada tempat dan situasi yang tepat.
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